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Di era modern ini perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam melakukan pembelian, pembayaran, dan pinjamanan secara 
online seperti di Gojek. Gojek memiliki metode pembayaran yaitu paylater. 
Paylater adalah metode pembayaran dimana perusahaan aplikasi menalangi 
dahulu pembayaran atau memberikan pinjaman secara elektronik. Dalam 
praktiknya, perusahaan Gojek akan menalangi dahulu pembayaran terhadap 
transaksi yang di lakukan oleh pengguna atau memberikan pinjaman kepada 
pengguna, Gojek memberikan batas limit pinjaman Rp. 500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) serta biaya admnistrasi atau biaya berlangganan Rp. 25.000,00 (dua 
puluh lima ribu rupiah) perbulan dan pengguan dapat membayar tagihan tersebut 
setiap akhir bulan menggunakan Gopay. Jika pengguna tidak dapat membayar 
setelah jatuh tempo maka akan dikenakan biaya denda Rp. 2.000,00 (dua ribu 
rupiah) perharinya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 
sistem  paylater dalam pembayaran jual beli online pada di PT Aplikasi Karya 
Anak Bangsa (Gojek)?, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
Pemakaian sistem paylater dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi 
Karya Anak Bangsa (Gojek)?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana sistem paylater dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi 
Karya Anak Bangsa (Gojek), dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum 
Islam terhadap pemakaian sistem paylater dalam pembayaran jual beli online 
pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). 
 Penelitian ini termasuk penelitian (field research) atau penelitian lapangan yaitu 
penelitian yang di lakukan langsung di lapangan, dengan data primer yang di 
peroleh dari hasil wawancara terhadap karyawan Gojek dan pengguna Gojek, data 
sekunder yang di peroleh dari data pustaka. Dalam sistem pembayaran paylater di 
Gojek, terdapat biaya tambahan dari pinjaman pokok tersebut yang cukup 
memberatkan pengguna yaitu adanya biaya administrasi atau biaya berlangganan 
sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, dan biaya denda 
keterlambatan RP. 2000,00 (dua ribu rupiah) perhari setelah jatuh tempo. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemakaian sistem paylater dalam 
pembayaran jual beli online di Gojek pemakaian sistem paylater dalam 
pembayaran jual beli online di Gojek, tidak sesuai dengan Syariat Islam karena 
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                            
           
 
Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.  
dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki)  
dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. 
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Departeman Agama RI, Al-Qura’an dan Terjemahan, (Bandung: Sygma Exagrafika, 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahan dalam judul skripsi maka akan di 
uraiankan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi “ 
Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut 
Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek))”. 
Adapun istilah-istilah tersebut: 
1. Sistem Paylater  
Sistem Paylater adalah metode pembayaran di mana perusahaan 
aplikasi menalangi dulu pembayaran atau pemberian pinjaman uang secara 
elektronik.  
2. Jual Beli Online 
Jual beli online adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari 
mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara 
penjual dan pembelian tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara 
fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display 
dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya.
1
 
3. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui 
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Priyono Utomo, Raja Bisnis Online, (Yogyakarta: Mediakom, 2013), h. 4.   
2
Ismail Muhammad Syah , Filsafat Hukum Islam, Cet Ketiga, (Jakarta: Bumi Askara, 
1999), h. 17.  
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4. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) 
PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) adalah sebuah perusahaan 
teknologi asal Indonesia yang melayani akutan melalui jasa ojek. 
Menurut uraian diatas dapat di simpulkan, yang di maksud dengan 
judul skripsi ini adalah penelitian tentang sistem paylater dalam 
pembayaran jual beli online menurut perspektif hukum Islam di PT. 
Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) atau menelaah dari sudut pandang 
hukum Islam tentang sistem paylater. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Beberapa hal yang memotivasi untuk memilih dan membahas judul 
skripsi ini, yaitu: 
1. Alasan Objektif 
a. Karena pada sistem paylater dalam pembayaran jual beli online di duga 
mengandung riba. 
b. Karena untuk mengetahui hukum Islam dari sistem paylater dalam 
pembayaran jual beli online di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). 
2. Alasan Subjektif 
a. Bahwa data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup 
tersedia, oleh karena itu penulis yakin skripsi ini dapat diselesaikan tepat 
pada waktunya. 
b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan Muamalah 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung sehingga sesuai 
disiplin ilmu yang penulis tekuni ini. 
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C. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur 
hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut habluminallah 
dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan 
habluminannas. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling 
membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup 
didunia. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai 
muamalah.
3
 Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang 
memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa 
menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, 
berserikat dan lainnya.
4
 Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam 
pemenuhan kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan 
melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan seperti halnya 
utang piutang. 
Perkembangan teknologi internet di era modern ini memberikan 
dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam berinteraksi bertukar 
informasi dalam berbagai aktivitasnya dan memudahkan dalam memenuhi 
berbagai kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi ditandai dengan 
penggunaan telepon genggam pintar (smarthphone) yang memungkinkan 
penggunannya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Para 
pelaku dunia usaha yang mereka jalani pada internet melalui aplikasi khusus 
yang dapat diakses oleh pengguna smarthphone yang memanfaatkan kemajuan 
teknologi ini adalah Gojek. Gojek merupakan perusahaan armada motor (ojek) 
                                                             
3
Achmad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.  
4
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi 
Bisnis, Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 6.  
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berbasis online. Kehadiran Gojek ditengah masyarakat cukup di rasakan 
masyarakat. Tentunya karena mereka bisa mendapatkan segala macam 
kebutuhan dengan mudah hanya dengan aplikasi yang ada di smarthphone 
tersebut baik itu membeli barang, membeli makanan, memesan jasa ojek  dan 
lainnya. 
Gojek memiliki metode pembayaran Paylater. Metode pembayaran ini 
dapat di gunakan untuk layanan, Goshop, Gofood, Goride, Gosend, Gopulsa 
dan layanan lainnya yang ada di aplikasi Gojek. Paylater adalah metode 
pembayaran baru di Gojek, seperti kartu kredit dimana perusahaan aplikasi 
menalangi dulu pembayaran tagihan, dimana kita bisa membeli atau memesan 
layanan gojek kapan saja dan membayarnya cukup sekali di akhir bulan, 
pengguna memiliki batas limit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 
biaya berlangganan atau biaya administrasi. Metode pembayaran Paylater ini 
bisa digunakan untuk transaksi di toko atau di aplikasi Gojek. Sistem Paylater 
dalam pembayaran di Gojek adalah sistem dimana membeli atau memesan 
sekarang dan bayar nanti, pihak Gojek akan memberikan pinjaman kepada 
pengguna untuk membayar transaksi tersebut. 
Pemberian pinjaman yang tersedia Paylater di Gojek termasuk akad 
Qard didalam Hukum Islam. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain 
yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan 
tanpa mengharapkan imbalan.
5
 Memberikan pinjaman atau utang piutang 
memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah SWT. 
QS. Al-Baqarah ayat 245: 
                                                             
5
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta:Gema Insani 
Press, 2001), h. 131.  
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                             
                
Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan harganya dijalan Allah), maka Allah akan 
memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 
yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 




Pinjaman atau utang piutang merupakan bentuk muamalah yang 
diperobolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang pinjaman 
kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang 
dianjurkan dalam syariat Islam, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah 
hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat 
Islam karena utang piutang ini bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan 
oleh manusia dalam memenuhi dalam kebutuhan hidup.
7
 
Menurut keterangan diatas, maka dianggap perlu untuk diadakan 
penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai penggunaan sistem paylater, 
karena sistem pembayaran paylater mengandung unsur yang merugikan 
masyarakat. penelitian ini berjudul “Pemakaian Sistem Paylater dalam 
Pembayaran Jual Beli Online menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. 




                                                             
6
Departemen Agaman Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV 
Penerbit J-Art, 2004), h. 37. 
7
Hendi Suhendi, Fiqh muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 200.  
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D. Fokus Penelitian  
Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan 
penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi 
tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat 
dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini 
saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Sistem Paylater 
Dalam Pembayaran Jual Beli Online yang terdapat di PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa (Gojek). 
 
E. Rumusan Masalah 
Menurut uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana sistem paylater dalam pembayaran jual beli online pada PT 
Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemakaian sistem paylater 
dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa 
(Gojek)? 
 
F. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan masalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana sistem paylater dalam pembayaran jual 
beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemakaian sistem 
paylater dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya 
Anak Bangsa  (Gojek). 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan 
pengetahuan bagi penulis dan dapat diberikan pemahaman kepada 
masyarakat khususnya dalam praktik bagaimana pemakaian sistem 
paylater dalam pembayaran jual beli online di PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa  (Gojek) dan mengetahui bagaimana menurut hukum Islam. 
b. Secara Praktis, penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah 
UIN Raden Intan Lampung. 
 
G. Signifikasi Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 
pengetahuan dan pustaka ke Islaman, selain itu juga diharapkan hasil dari 
penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis 
dan pembaca mengenai sistem paylater di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa 
(Gojek). 
2. Kegunaan Praktisi   
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas 
Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 
 
H. Metode Penelitian  
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Alasannya karena penelitian ini mengkaji suatu bentuk utang piutang yang 
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hadir dengan konsep baru yang berdasarkan riset yang bersifat deksriptif dan 
cenderung menggunakan analisis, proses dan makna akan lebih di tekankan 
dalam kualitatif. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan 
serangkain langkah yang sistematis, adapun langka-langkah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan 
(field research). Di namakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di 
lapangan, pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk 
menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di 
masyarakat. 
Data yang akan dikumpulkan yaitu mengamati secara langsung 
sistem paylater dalam pembayaran jual beli online di PT. Aplikasi Karya 
Anak Bangsa (Gojek). 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini dilihat dari sifatnya, termasuk penelitian deskriptif 
analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti 
status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 
pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
8
 
Penelitian deskriptif analisis ini digunakan untuk mengungkapkan 
data penelitian yang sebenarnya. Dalam kaitan ini, penelitian ingin 
menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang sistem 
paylater di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).  
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3. Data Sumber 
Proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data 
sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti. Selanjutnya data ini disebut langsung atau data asli, adapun yang 
menjadi sumber primer dalam penelitian ini diantaranya riset lapangan 
(field research),
9
 yaitu data tentang sistem paylater di PT. Aplikasi 
Karya Anak Bangsa (Gojek). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data 
primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang 
diperoleh dan bersumber dari Al-Qur’an, Hadist, kita-kitab fiqih, buku-
buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 
4. Populasi dan Sampel  
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi Berjumlah lebih dari 20 orang yang  terdiri 
terdiri dari pengguna paylater dan karyawan PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa (Gojek). 
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b. Sampel  
Sampel adalah bagian dari suatu subjek atau objek yang mewakili 
populasi. Jumlah dan karakteristik yang dimiliki atau populasi tersebut, 
bila populasi besar maka penelitian tidak mungkin mempelajari semua 
yang ada pada populasi, misalnya di karenakan keterbatasan dana, waktu 
serta tenaga yang dimiliki penelitian, maka penelitian dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari populasi, sampel yang di 
gunakan untuk menggumpulkan data yaitu menggunakan purposive 
sampling adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri 
sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu
10
. Maka sampel yang 
diambil dari penilitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 karyawan 
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan 5 orang sebagai pengguna 
sistem Paylater. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (interview) 
Menurut S Nasution wawancara (interview) adalah suatu bentuk 
komunitas verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 
informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 
cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan 
pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Bentuk wawancara yang 
dipakai adalah wawancara tidak berstruktur cara ini dipakai supaya lebih 
memudahkan  dalam mencapai suatu tujuan.
11
 Wawancara ini memakai 
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teknik bebas terpimpin yaitu penulis lebih dulu menyiapkan kerangka 
pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan 5 orang pengguna sistem 
paylater dan 2 karyawan Gojek. Dari hasil wawancara yang dilakukan 
pengguna dan karyawan Gojek mengatakan bahwa sistem paylater yaitu 
pihak Gojek akan menalangi terlebih dahulu transaksi pengguna dan akan 
dikenakan biaya administrasi atau biaya berlangganan dan jika belum 
membayar sampai jatuh tempo akan dikenakan denda. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen 
yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen 
rapat, catatan dalam pekerjaan dan dokumen lainnya yang terkait dengan 
penelitian sistem paylater dalam pembayaran jual beli online di PT. 
Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).   
6. Metode Pengolahan Data 
 Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah. Pengolahan data 
akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk 
mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. 
Kegiatan ini di lakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan 
yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian sistem paylater 




b. Sistematis data (systematizing) 
Sistematis adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang di 
peroleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang 
diperoleh dari penelitian sistem paylater dalam pembayaran jual beli 
online di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). 
7. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian, pemakaian sistem paylater dalam pembayaran 
jual beli online menurut perpektif Hukum Islam yang akan didahului dengan 
metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan 
masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang 
sistem paylater dalam pembayaran jual beli online di PT. Aplikasi Karya 
Anak Bangsa (Gojek). Pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau 
peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang 
mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-
data mengenai yang sifatnya khusus mengenai sistem Paylater dalam 










A. Akad Qard menurut Hukum Islam 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Qard  
a. Pengertian Qard 
Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah al qard. 
Bahwa al qard (utang) menurut bahasa adalah potongan,
12
 dan harta yang 
diambil oleh debitur dinamakan dengan qard karena kreditor memotong 
dari hartanya.
13
 Al-qard menurut Muhammad Syafi’i Antonio adalah 
pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 
kembali atau dengan kata lain meninjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan.
14
 Akad qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa 
imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok 
pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 
Pengertian qard menurut istilah para ulama antara lain sebagai 
berikut: 
1) Mazhab maliki berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan sesuatu 
harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, 
dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan 
cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada 
waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan 
yang diterima. 
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2) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa qard adalah akad tertentu atas 
penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut  
mengembalikan dengan nilai yang sama. 
3) Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa qard kepemilikan suatu benda atas 
dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. 
4) Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan 
harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia 
mengembalikan gantinya. 
Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa qard adalah akad 
tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada 
pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan 
kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.
15
 
2. Dasar hukum Qard 
Hukum qard pada dasarnya adalah perbuatan baik yang telah 
disyariatkan dalam Islam. Hukumnya mubah atau boleh. Pada dasarnya 
qard adalah perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dasar 




1) Surah Al-Baqarah ayat 245 
                         
                  
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Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 
maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran 
kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah 





2) Surah Al-Maidah ayat 2 
                        
Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran”
18
 
3) Surah Al-Hadid ayat 11 
                             
  
Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 
pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala 
yang banyak. 
4) Surah At-Taghabun ayat ayat 17 
                        
   
Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan 
mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi 
Maha Penyantun. 
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Hadist tentang utang piutang antaranya: 
 َعِن اْبِن َمْسُعْوٍد اَنَّ النَِّبُّ َصلىَّ ااهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل َماَمْن ُمْسِلمٍ 
 يُ ْقِرُض ُمْسِلًما فَ ْرًضا َمْرتَ ْْيِ ِاالَّ آَاَن َآَصَدقَِتَها َمرًَّة )رواه ابن ماجو) 19
Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi besar SAW bersabda: 
seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali 
seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.” 
Bahwa tidak ada seorang pun yang hidup tanpa adanya bantuan 
maupun pertolongan dari orang lain. Seseorang tidak memiliki segala 
barang yang ia butuhkan melainkan butuh bantuan saudaranya. Oleh 
karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan 




c. Ijma  
Para ulama menyepakati bahwa qard hukumnya boleh dilakukan. 
Qard diperbolehkan karena qard mempunyai sifat mandup (dianjurkan) 
bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. 
Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup 
tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu pinjam 
meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam 
adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 
Tujuan dan hikmah diperbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi 
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kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, dengan demikian orang 




Muqrid (pemberi utang) Islam menganjurkan kepada umatnya 
untuk memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan 
cara memberi utang. Sedangkan dari sisi muqtarid, utang bukanlah 
perbutan yang dilarang, melainkan dibolehkan. Hal ini karena seseorang 
yang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang 
diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan 
mengembalikannya persis yang diterimanya.
22
 
Hukum qard pada dasarnya adalah sunah bagi orang yang 
memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberikan 
utang. Seseorang boleh berutang jika dalamm kondisi terpaksa untuk 
menghindarkan dirinya darinya dari bahaya seperti untuk membeli 
makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.
23
  
Berdasarkan Fatwa DSN ( Dewan Syariah Nasional) disebutkan 
bahwa hukum dari pinjaman adalah sebagai berikut: 
a. Qard menghasilkan penetapan pemilikan, jika seseorang meminjamkan 
mobil, muqratid berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta 
mengembalikannya dikemudian hari. 
b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian  akad qard harus dilakukan di 
daerah tempat qard itu di sepakatin, penyelesaian akad qard sah 
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dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang 
disepkatin demikian. 
c. Islam juga mengajarkan agar pemberian qard oleh muqrid tidak 
dikaitkan dengan syrat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh 
muqtarid kepadanya. Misalnya seseorang akan meminjamkan mobil 
kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya 
tersebut, namun jika si peminjam (muqrid) itu memberikan sesuatu 
sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal itu dibolehkan karena 
dianggap sebagai hadiah. 
d. Qard juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. 
Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada 
temannya, asalkan temanna itu berbelanja ditempatnya.
24
 
3. Rukun dan Syarat Qard 
Agar akad yang dilakukan dalam qard menjadi sah, maka rukun 
qard sebagai berikut: 
a. Muqrid (pemberi pinjaman) 
Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta 
harus ahliya tabarru’. Yaitu seorang muqrid harus mempunyai 
kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut 
pandangan syara’ tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman 
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b. Muqtarid (peminjam) 
Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus 
ahliyah muamalah. Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat 
dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syariat tidak diperkenankan 
untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, 
apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka 
tidak sah dan tidak memenuhi syarat. 
c. Muqtarad (harta yang dipinjamkan atau objek akad) 
Yaitu harta yang dpinjamkan atau obyek dalam suatu akad. 
Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus mitsli. 
Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa 
dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta mitsli seperti 
hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan 
jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilagan, serta ukuran 
panjang agar mudah dikembalikan. 
d. Sighat (ijab dan Qabul)26  
Ijab kabul adalah permulaan  penjelasan  yang  keluar  dari  salah  
seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 
mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar pihak  
yang  berakad  pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. 
Sighat atau akad akan dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang 
memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. 
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Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan kabul sebagai berikut: 
1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami 
2) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian  
3) Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-
masing dan tidakboleh ada keraguan.
27
 
Syarat-syarat yang terkait dengan akad qard, dirinci berdasarkan 
rukun akad qard antara lain: 
a. Syarat aqidain (Muqrid dan Muqtarid) 
1) Ahliyatu al-tabarru’ (layak bersosial) adalah orang yang mampu 
mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlakdan bertanggung jawab. 
Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan 
untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh 
melakukan akad qard. 
2) Tanpa ada paksaan bahwa muqrid dalam memberikan hutangnya tidak 
dalam tekanan dan paksaan orang lain. Demikian juga muqtarid. 
Keduanya melakukannya secara sukarela. 
b. Syarat muqtarad (barang yang menjadi objek qard) adalah barang yang 
bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara 
syar’i tidak di transaksikan. 
c. Syarat sighat, ijab qabul menunjukan kesepakatan kedua belah pihak, dan 
qard tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqrid. Demikian juga 
sighat tidak mensyaratkan qard bagi akad lainnya.
28
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4. Macam-macam akad Qard 
  Akad qard dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu  dilihat  dari  




a. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat 
dibedakan atas: 
1) Duyun Allah (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib 
dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang- 
orang tertentu yang berhak menerimanya. 
2) Duyun al-Ibad (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang 
dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang 
itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berutang tidak 
mampu membayarnya. 
b. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat 
dibedakan atas: 
1) Duyun al-sihah, adalah hutang piutang yang keberadaannya dapat 
dibuktikan dengan surah keterangan atau pernyataan tertulis, dan 
pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia 
sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum 
terlalu parah. 
2) Duyun al-marad, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas 
pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah 
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yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang 
diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam 
tindak pidana pembunuhan. 
c. Dilihat dari segi pelunasannya dibedakan atas: 
1) Duyun al-halah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu 
pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus 
dibayar dengan segera. 
2) Duyun al-mujjalah adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan 
tidak mesti dibayar dengan segera.
30
 
5. Tambahan akad Qard 
Terdapat dua macam penambahan pada qard, antara lain sebagai 
berikut: 
a. Penambahan yang disyaratkan. Hal tersebut dilarang berdasarkan 
ijma’.Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: “aku 
memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku 
untuk menempati rumahmu. Atau syarat manfaat lainnya. Hal demikian 
termasuk rekayasa riba. 
b. Penambahan ketika membayar utang tanpa syarat, maka hal yang 
deminikan ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan 
hadith yang telah dijelaskan pada dasar hukum qarḍ. 
Ketika pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan memiliki 
nilai seimbang kadarnya. Karena kedua belah pihak diharuskan mengetahui 
kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar 
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keseimbangannya benar-benar dapat diwujudkan. Hal demikian, 
pengembalian barang pinjaman, baik yang memiliki unsur riba atau tidak, 
kadar nilainya harus sama dan tidak boleh lebih walaupun sedikit, begitu 
pula mengenai kelebihan kualitas atau lebih jelek. Demikian hukum 




Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib di lakukan sesuai 
isi perjanjian yang sudah di sepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan 
yang wajib di kembalikan hanya sebesar hutang yang di terima. Sebab tidak 
di benarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang 
di terima, maka pengembaliannya di larang memberikan penambahan. Akan 
tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihkan jumlah 
pembayaran itu boleh di terima dan merupakan kebaikan yang berhutang. 
Dalam hal ini qard} adalah pinjam meminjam atau sistem hutang 
piutang yang dapat disebut dengan kredit. Sedangkan kata kredit berasal 
dari bahasa Romawi yaitu credere yang artinya percaya. Bila dihubungkan 
dengan bank maka mengandung pengertian bahwa bank selaku kreditur 
percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena 
debitur dapat di percaya kemampuannya untuk membayar lunas 
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6. Ketentuan  akad Qard 
Qardh atau hutang piutang dalam pengertian umum mirip dengan 
jual beli karena qardh merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan 
imbalan harta.Qardh juga merupakan salah satu jenis salaf (salam). 
Beberapa ulama, seperti sikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa 
qardh (hutang piutang) adalah jual beli itu sendiri hanya saja Imam Al-
Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara qardh dan jual beli, berkaitan 
dengan kaidah syar‟iyah, yaitu sebagai berikut: 
a. Berlaku kaidah riba, apabila qardh itu dalam harta atau barang-barang 
yang termasuk kelompok ribawiyah, seperti makilat (barang-barang yang 
ditakar) dan mauzunat (barang-barang yang ditimbng) menurut Hanafiah 
dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (nuqud) atau makanan 
pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (nuqud) atau makanan 
menurut Syafi‟iyah. 
b. Berlaku kaidah muzabanah, yaitu jual beli barang yang jelas dengan 
barang yang tidak jelas dari jenisnya, apa bila qardh (hutang piutang) itu 
di dalam mal ghair mitsli, seperti binatang. 
c. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang 
apabila qardh (hutang piutang) di dalam mal mitsli. 
Menurut Malikiyah, qardh hukumnya sma dengan hibah, shadaqah 
dan ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah teajadinya akad (ijab qabul), 
walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqtaridh 
boleh mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli atau gair 
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mitsli apabila barang tersebut belum berubah dengan ambah atau kurang. 
Apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan 
barang yang sama. 
Menurut pendapat yang shahih dari Syafi‟iyah dan Hanabilah, 
kepemilikandalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya 
menurut Syafi‟iyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau 
barangnya malmitsli. Apabila barangnya mal mitsli maka ia 
mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang 
barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi‟ di atas, di 
mana Nabi saw berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan 
unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi Muhammad 
saw bersabda: sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah 
orang yang paling baik dalam membayar hutang (HR. Jama‟ah kecuali Al-
Bukhari). Menurut Hanabilah dalam barang-barang yang ditakar (makilat) 
dan ditimbang (mauzunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, di 
kembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang 
bukan makilat dan mauzunat, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan 
degan harga yang berlaku pada saat berhutang. Kedua, dikembalikan dengan 




Al-qardh pada hakikatnya adalah tolong menolong kepada saudara 
kita yang benar-benar membutuhkan bantuan pinjaman yang baik berupa 
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uang maupun benda lainnya, namun sering terjadi peminjaman itu berupa 
uang tunai. Orang yang berhutang harus mengembalikan uang tunai yang 
telah dipinjam sesuai dengan perjanjian atau akad di awal. Akad utang 
piutang dimaksud untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk 
mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak 




Menurut Syafi‟iyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama 
kalau barangnya mal mitsli. Apabila barangnya mal mitsli maka ia 
mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang 
barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi‟ di atas, di 
mana Nabi saw berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan 
unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi Muhammad 
saw bersabda: sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah 
orang yang paling baik dalam membayar hutang (HR. Jama‟ah kecuali Al-
Bukhari). Menurut Hanabilah dalam barang-barang yang ditakar (makilat) 
dan ditimbang (mauzunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, 
dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang 
bukan makilat dan mauzunat, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan 
degan harga yang berlaku pada saat berhutang. Kedua, dikembalikan dengan 
barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang 
dihutang atau dipijam. 
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Al-qardh pada hakikatnya adalah tolong menolong kepada saudara 
kita yang benar-benar membutuhkan bantuan pinjaman yang baik berupa 
uang maupun benda lainnya, namun sering terjadi peminjaman itu berupa 
uang tunai. Orang yang berhutang harus mengembalikan uang tunai yang 
telah dipinjam sesuai dengan perjanjian atau akad di awal. Akad utang 
piutang dimaksud untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk 
mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak 
dibenarkan mengambil. Qardh merupakan suatu pendekatan untuk 
bertaqorrub kepada Allah swt dan merupakan jenis muamalah yang 
bercorak taawun (perolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi 
kebutuhannya, karena si muqtaridh (penghutang) tidak diwajibkan 
memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang 
dipinjamnya itu kepada muqridh (yang meberikan pinjaman) karena qardh 
menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan 
memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan 
keluar dari keluh kesah permasalah yang dihadapi mereka keuntungan oleh 
pihak muqaridh (orang yang mengutangkan).
35
 
Hutang piutang yang terjadi harus sesuai dengan ajaran syari‟at 
Islam yaitu tanpa adanya tambahan atau pengurangan jumlah uang tunai 
yang biasa kita sebut riba. Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib 
dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah 
pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang 
yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan 
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tambahan melebihkan dari jumlah yang di terima, maka pengembaliannya 
pun dilarang memberikan penambahan. Tetap jika yang berhutang atas 
kemauannya melebihkan jumlah pembayaran itu boleh di terima dan 
merupakan kebaikan bagi yang berhutang. Jika yang dipinjamkan berupa 
barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan 
penganut madzhab syafi‟i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah, adalah 
barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abi Rafi‟, 
“Bahwasannya Nabi saw meminjam seekor unta kecil (masih bayi) binatang 
ini adalah binatang yang bernilai kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi‟) 
untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba’iy (unta yang 
berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja.” Jika 
tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka 
menurut Zhahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan 
berusahalah untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.
36
 
7. Berakhirnya akad Qard 
Akad qard berakhir  apabila qarad atau  objek  akad  ada  pada 
muqtarid (orang  yang  meminjam).  telah  diserahkan  atau  dikembalikan  
kepada muqrid (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh 
tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. 
Akad qard juga  berakhir  apabila   dibatalkan  oleh  pihak-pihak  
yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid (orang yang 
berhutang) meninggal  dunia  maka qard atau  pinjaman  yang  belum  
dilunasi  menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya 
berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi qarad dapat  di anggap  
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lunas  atau  berakhir  jika muqrid  (pemberi pinjaman) menghapus hutang 
tersebut dan menganggapnya lunas. 
Pendapat kedua menurut Syafi‟i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah 
yang lain, adalah pengembaliannya di samakan nilainya. Sebab tidak 
mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua 
aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi 
pinjaman.Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan 
kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga 
Syafi‟i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi‟i adalah nilainya dihitung saat 
penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak dari 
pada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa 
pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun 
bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika 
memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama. 
Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. 
Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan 
pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. 
Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang 
berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh 
Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa 
terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar 
mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga  
dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar 
dengan barang yang dipinjamkannya. 
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Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan 
oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang 
tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. 
Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, 
yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat 
bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. 
Sedangkan Syafi‟i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.
37
 
Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya 
khiyar majlis, dalam akad qardh tidak ada khiyar majlis dan tidak pula 
khiyar syarat, karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad (al-faskh). 
Padahal dalam akad qardh, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak 
untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak khiyar ini 
menjadi tidak bermakna. Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak 
membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad qardh. Oleh 
karenanya, apabila akad qardh ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, 
maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama 
dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada 
penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba nasi’ah.
38
 Lain dari 
pada itu akad qardh tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab 
syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi qardh 
tidak mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat 
tersebut telah disertakan dalam perjanjian qardh, ia tidak berlaku. Akan 
                                                             
37
 Ibid, h. 167. 
38




tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam 
qiradh, dan syarat tersebut harus dilaksanakan.Apabila qiradh ditentukan 
hingga waktu tertentu, pemberi qiradh tidak berhak menuntut sebelum 
masanya tiba. 
Al-Qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka 
pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. 
Hal itu karena akad qardh adalah akad yang menuntut pengembalian harta 
sejenis pada barang mitsliyat, sehingga mengharuskan pengembalian 
gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang 
rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat 
ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah 
barang pengganti dalam akad jual beli atau akad ijarah, dimana jika terjadi 
penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan 




8. Waktu dan Sistem pembayaran menurut Islam 
Seseorang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah 
ditentukan maka ia termasuk orang terpuji sebaliknya bagi orang yag suka 
menunda nunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk 
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a. Hukum menunda pembayaran utang 
Hukum  menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 
1) Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang 
berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki 
udzur  yang dibenarkan oleh agama stelah orang yang memberikan 
utang memintanya atau setelah jatuh tempo. 
2) Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang 
yang berutang memnag benar-benar belum mampu membayarnya atau 
ia telah mampu membayarnya namun masih berhalang untuk 
membayarnya, misalnya uang yang ia miliki belum berada 
ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama. 
Demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan 
membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk 
akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan 
dzalim dan penipu dalam berbisnis (bermuamalah). 
b. Dampak negatif utang piutang 
Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan 
melakukannya. Diantara akibat buruk itu adlah sebagai berikut: 
1) Dapat menggoncangkan pikiran sebab dengan utang pikiran tidak 
tenang, seolah olah selalu dikejar kejar orang. 
2) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang 




3) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati bagi 
orang yang memberi utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik 
menjadi renggang bahkann bisa menjadi putus. 
4) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa 
dibayar, maka dapat memnghambat usaha bagi orang yang 
memberikan utang.  
5) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar 
utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat 
nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, 




c. Faktor pendorong melakukan utang piutang 
Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendorong seseorang 
berutang, antara lain: 
1) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan 
ekonomi. 
2) Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya 
tidak enak kalau tidak utang lagi. 
3) Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar 
kekalahannya. 
4) Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya. 
5) Untuk dipunji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yan 
diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).
42
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d. Etika dalam utang piutang 
Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan 
membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta 
tolong dipinjamkan uang (utang). Dan akan mengganti uang tersebut 
pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan 
tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang dimasyarakat.
43
  
Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut: 
1) Pinjaman hendaknnya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang 
mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau 
menegmbalikannya. 
2) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan 
kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu 
mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu 
penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul betul 
tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya 
membebaskannya. 
3) Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat 
dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang 
laki laki atau dengan seseorang saksi laki laki dan dua orang wanita.  
4) Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam 
mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas sebagai rasa terima 
kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan 
kuantits yang lebih baik. 
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5) Pihak yang berutang apabila mampu membayar pinjaman atau 
utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab 
sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang artinya “melalaikan dalam 
membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat dzalim kepada 
pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.
44
 
e. Berakhirnya perjanjian dalam utang piutang 
Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu 
yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu 
melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang 
berhutang wajib melunasi utangnya. Mengenai masalah utang piutang 
maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu: 
1) Perpanjangan pelunasan utang  
Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada didalam 
kesulitan dan ketidak mampuan, maka orang yang berpiutang 
dianjurkan memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang 
yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Adapun hukum 
utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam 
keadaan darurat dengann catatan dia mampu untuk melunasi utangnya 
tersebut. Dan wajb hukumnya berutang jika dalam keadan darurat. 
Misalnya jika berutang maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi 
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2) Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang 
Menurut Imam Abu Hanifa dan Muhammad utang piutang 
berlaku dan mengikat apabila barang atau uang talah diterima. Apabila 
seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka 
uang tersebut menjadi milikinya, dan ia wajib mengembalikan dengan 
sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya. 
3) Melebihkan pembayaran 
Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima 
menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan 
lebihan yang diperjanjikan. Akad qard termasuk kedalam akad 
tabarru, karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikann dan 
ketaqwaan. Oleh sebab itu, muqrid berhak meminta agar harta yang 
dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran 
utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang agar menyegerakan 
pembayaran utangnya. Karen menunda pembayaran utang bagi orang 
yang mampu, termasuk ke dzaliman. 
Unsur sukarela dari para pihak dari yang melakukan akad, 
dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad qard oleh salah satu 
pihak atau kedua duanya atas dasar keterpkasaan, baik keterpakasaan 
itu baik datangnya dari pihak pihak yang berikat atau dari pihak yang 
lain. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT yang artinya: “wahai 
orang orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu.” Dari 
37 
 
arti diatas, menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk 




Seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunatkan 
terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan pada orang 
tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam 
kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT pada hari 
kiamat. 
Seseorang menukarkan (iqtaradha) satu kilo gram gadum 
misalnya, ia harus menjaga gandm tersebut dan harus memberikan 
benda sejenis gandum kepada muqrid yang meminta zatnya. Jika 
muqrid tidak memintanya, muqtarid tetap  menjaga benda sejenisnya, 
walaupun qarad (barang yang ditukarkan) masih ada.akan tetapi, 
muqtarid tidak memiliki qarad selama qarad masih ada. 
Pengembalian qarad pada harta yang ditakar atau ditimbang harus 
dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda benda lainnya, yang 
tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. 
Pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar 
nilainya pada hari akad qarad. Kedua, mengembalikan benda sejenis 
yang mendekati qarad pada sifatnya.
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B. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang uang Elektronik 
Syariah  
 
1. Penerbitan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang 
Elektronik Syariah  
Perkembangan zaman yang semakin pesat memicu pertumbuhann 
ekonomi semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyak bentuk-
bentuk transaksi yang ada di masyarakat. salah satu kemajuan yang ramai 
saat ini adalah penggunaan uang elektronik, mulai dari e- money hingga 
untuk metode pembaran di e-commerce. 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menyesuaikan perkembangan 
tersebut dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam. Pada 23 
Januari 2018 atau Dzulkaidah 1439 H bertempat di Jakarta. MUI 
mengeluarkan dua fatwa baru, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI 
No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang  Uang Elektronik Syariah ini. 
Fatwa ini, akad anatar penerbit dengan pemengang elektronik dapat 
menggunakan akad wadiah atau akad qard. Sementara akad anatar penerbit 
dengan penyelenggara uang elektronik dan agen layanan keuangan digital 
adalah akad ijarah, jualah, dan akad wakalah bil ujrah. 
Fatwa ini diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam 
menggunakan uang elektronik yang saat ini marak berkembang agar tetap 





2. Alasan Penerbit Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang 
Uang Elektronik Syariah. 
a. Alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank 
ataupun lembaga non bank saat ini semakin banyak berkembang di 
Indonesia. 
b. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan 
batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah. 
c. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan huruf a dan b DSN-MUI 
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang eketronik 
syariah untuk dijadikan pedoman. 
3. Isi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik 
Syariah. 
Pada Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang 
Elektronik Syariah ini terdapat ketentuan umum berupa unsur-unsur yang 
harus dipenuhi dalam uang elektronik syariah sebagi suau alat pembayaran, 
antara lain: 
a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu 
kepada penerbit. 
b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang 
teregistrasi. 
c. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan 




d. Di gunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 
merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
48
 
Selain penjelasan tentang unsur-unsur pada uang elektronik syariah, 
didalam fatwa ini juga terdapat penjelasan mengenai ketentuan uang 
elektronik syariah yang digunakan dalam akad qard, antara lain: 
a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil atau 
digunakan oleh pemegang kapan saja. 
b. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan), uang hutang dari 
pemegang uang elektronik. 
c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah  pokok piutang pemegang uang 
elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. 
d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana 
pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float). 
e. Tidak boleh bertentang dengan perundang-undangan. 
Berdasarkan DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang 
Elektronik Syariah ini, maka uang elektronik sebagai alat pembayaran tidak 
mengandung  unsur riba, gharar, maysir, tadlis, rishwah, israf serta 
transaksi atas objek yang haram atau maksiat. 
 
C. Riba 
Pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, 
tidak diketahui sama atau tidak menurut syara’ atau terlambat salah satunya. 
Riba adalah penambah-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang 
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memiliki harta kepada orang yang meminjamkan artanya (uangnya), karena 




Seluruh fuquha sepakat bahwasannya hukum riba adalah haram 
berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Quran dan hadist. 
Pernyataan al-Quran tentang larangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 
275: 
                     
                              
                              
                     
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang elah sampai kepadanya 
laranga dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-




QS. Ali-Imran ayat 130 
                           
    
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kmu memakan riba 




Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan At Tirmidzi: “Allah 
melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan denga riba, dua orang 
saksinya dan penulisnya (sekretarisnya).”sabda Rasulullah SAW yang 
diriwayatkan Ahmad: “ satu dirham riba yang dimakan seseorang dengan 
sepengetahuan itu lebih berat dosanya dari pada tiga puluh enam berbuat zina.”  
Riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang-
piutang (riba dayn) dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi 
riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi 
menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah antara lain:
52
  
1. Riba Qard 
Riba qard yaitu suara manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 
disyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid). 
2. Riba Jahiliyah 
Riba Jahiliyah adalah riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi 
pokok pinjaman. Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan 
pinjaman tepat waktu. Dinamakan riba jahiliyah karena banyak terjadi di 
zaman jahiliyah pada masa itu para krediturketika menagih pinjaman yang 
telah jatuh tempo akan menagih pelunasan seluruh pinjaman. Apabila tidak 
maka si peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang 
ditangguhkan dilain waktu. Contohnya riba jahiliyah adalah transaksi 
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pembayaran kartu kredit. Bila pengguna kartu tidak melunasi tagihan saat 
jatuh tempo, maka dapat menunda pembayaran dengan dikenakan bunga. 
3. Riba fadl  
Riba fadl adalah riba yang muncul dalam transaksi pertukaran 
barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, 
dan sama waktu penyerahannya. Menurut Rasulullah terdapat enam jenis 
barang apabila dipertukarkan tergolong riba jika tidak memenuhi tiga 
kriteria tersebut, yaitu: emas, perak, gadum, tepung, kurma, dan garam. 
Diluar keenam jenis barang tadi dibolehkan sepanjang penyerahan barang 
dilakukan pada saat yang sama. 
4. Riba Nasi’ah  
Riba Nasi’ah adalah riba yang muncul akibat adanya transaksi 
utang-piutang yang tidak memenuhi kaidah: untung muncul bersama risiko, 
dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba Nasi’ah timbul manakala 
terjadi utang piutang hari ini dan dikembalikan pada hari lain dengan 
disertai adanya tambahan. Pihak yang memberikan utang telah memastikan 
diri memperoleh keuntungan berupa tambahan dana dari pokok yang 





D. Tinjauan Pustaka 
Skripsi yang disusun oleh Zainab Zalfa Assegaf mahasiswa UIN Raden 
Intan Lampung pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Utang Piutang melalui Media Online (Studi di Aplikasi 
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Pinjaman Yuk). Aplikasi Pinjaman Yuk ini mempunyai jasa memberi dana 
kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan proses cepat, melalui 
media online maka menggunakan sistem utang piutang. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawanacara, dan 
dokumentasi, dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research). 
Pratik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjaman Yuk ialah 
kesepakatan uang piutang antara perusahaan dengan masyarakat yang 
meminjam dana dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan 
dananya dan masyarakat menerima dananya dan menanggung resiko 
penambahan dari utang pokok yang dikenakan Rp. 30,000,- perharinya maupun 
menanggung dendannya sebesar Rp. 30,000,- jika terlambat dari jatuh tempo. 
Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media 
online di Aplikasi Pinjaman Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab 
mengandung unsur riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. 
Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh 
tempo. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam 
Yuk ini merasa dirugikan dan menyesal.
54
 Skripsi ini dengan skripsi yang akan 
diteliti oleh penulis sama-sama membahas tentang utang piutang secara online, 
perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis saat ini karena skripsi 
ini hanya membahas secara umum utang piutang dan tidak terkait dengan jual 
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beli melainkan hanya melihat dari sudut pandang utang piutang secara 
elektronik. 
Skripsi yang disusun oleh Muhammad Danirrahman mahasiswa UIN 
Walisongo pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id. Cicil.co.id merupakan sebuah 
aplikasi starup finansial berbasis teknologi yang memberikan akses 
pembiayaan bagi mahasiswa untuk membeli kebutuhan kuliah secara cicilan 
tanpa kartu kredit dari e-Commerce terpercaya mana saja di Indonesia. 
Mahasiswa dapat dengan mudah memilih produk yang ingin dibeli di berbagai 
e-Commerce Indonesia dengan cara mengkopi link produknya dan paste link 
pada platform cicil.com untuk mengetahui jumlah cicilan setiap bulannya. 
Serta pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa masing-
masing, namun dalam praktiknya pihak perusahaan menerapkan sistem Dp 
dengan minimal 10%, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research). Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitik dimana penulis untuk 
mendeskripsikan serta menganalisis proses praktik tersebut, dengan 
menggunakan pendekatan  normatif, yakni mengacu pada ketentuan fikih 
muamalah.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kredit 
online pada aplikasi Cicil.co.id dengan menerapkan sistem uang muka ini ialah 
mengajukan dan mengisi from melalui online pada aplikasi Cicil.co.id, 
membeli barang dan transaksi (akad) yaitu dengan cara mengcopy link produk 
barang yang diinginkannya, misalnya dari “Lazada, Shopee, dan sebagainya, 
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dilanjutkan dengan memaste link produk tersebut pada kolom yang tersedia di 
aplikasi Cicil.co.id mengatur jumlah Dp dan dalam cicilan yang diinginkan, 
dan mengajukan cicilan dan proses checkout, dan serah terima barang dari 
pihak Ambassasor ke mahasiswa. Pada proses ini pihak Ambossador dari 
kampus mahasiswa terkait akan menyerahkan barang yang di beli yang 
dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang disaksikan oleh ambasador 
kampus terkait. Praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam terdapat dua 
pendapat, menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadist larangan jual 
beli dengan uang muka dan jual beli mengandung unsur gharar (kesamaran) 
dan termasuk memakan harta dengan jalan batil, karena disyaratkan oleh si 
penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah jual 
beli dengan uang muka hukumnya sah. Berdasarkan hadist Umar dari Safwan 
Ibn Umaiyyah. “jika Umar rela dengan syarat, jika tidak maka Umar harus 
membayar sekian-sekian.” Serta hadist yang dijadikan argumentasi mayoritas 
ulama menurutnya-Nya lemah.
55
 Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang akan 
diteliti oleh penulis karena penelitian ini membahas tentang hutang piutang 
dengan sistem uang muka penelitian. 
Skripsi yang disusun oleh Mikhrozul Rahmat mahasiswa UIN Raden 
Intan Lampung pada tahun 2019 Hutang piutang yang berjudul Tinjauan 
Hukum Islam Hutang Piutang secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman 
di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, 
Bandar Lampung dalam hukum Islam hukumnya diperbolehkan dan dapat 
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Muhammad Danirahman, Tinjauan Hukum Terhadap Parktik Jual Beli Kredit Online 
Pada Aplikasi Cicil.co.id, (Semarang, Uin Walisongo, 2019), h. vii.  
47 
 
dinyatkan sah, apabila terpenuhinya rukun dan syarat, salah satunya yaitu tidak 
adanya tambahan baik berupa uang maupun barang yang disebut riba. Pada 
hakikatnya hutang piutang dalam Islam dilakukan atas dasar tolong menolong 
untuk kebaikan.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek 
hutang piutang secara online melalui aplikasi Uang Teman dan Bagaimana 
pandangan hukum Islam berkenaan dengan praktek hutang piutang secara 
online tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana praktek hutang piutang uang secara online melalui aplikasi Uang 
Teman dan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam tentang hutang 
piutang melalui aplikasi Uang Teman tersebut. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field research), yang 
bersifat deskriftif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer 
yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari karyawan staf Kantor 
Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar sebagai penanggung jawab 
kelancaran bertransaksi di aplikasi Uang Teman dan nasabah. Sedangkan data 
sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang 
terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara. Praktek hutang piutang secara online melalui aplikasi Uang Teman 
faktanya transaksi tersebut tidak berdasarkan niat untuk tolong menolong 
melainkan mendatangkan manfaat dan income (keuntungan) bagi pemberi 
hutang (muqridh). Selain bunga yang besar, dalam transaksi hutang piutang 
melalui aplikasi Uang Teman ini, jika nasabah telat dalam pembayaran atau 
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telah jatuh tempo maka dikenakan denda yang besar pula. Setalah itu pihak 
aplikasi menyebarkan foto wajah nasabah yang telat membayar keseluruh 
kontak ponsel yang didapat pada saat awal melakukan transaksi peminjaman 
sebagai salah satu syarat agar uang tunai segera dicairkan ke nomer rekening 
nasabah. Hal itu sangat merugikan para nasabah Uang Teman. Dalam 
pandangan hukum Islam transaksi seperti ini diharamkan terkait adanya riba 
dari hutang piutang yang menghasilakan keuntungan serta denda yang besar 
apabila telah jatuh tempo dan penyebaran data pribadi apabila tidak segera 
membayar bunga beserta dendanya akibat menunggak pembayaran yang 
berkepanjangan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hutang piutang secara 
online melalui aplikasi Uang Teman haram dikarenakan adanya riba 
(pengambilan manfaat) dan pencemaran nama baik dari transaksi hutang 
piutang tersebut. Skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis 
sama-sama membahas tentang hutang piutang secara online, perbedaannya 
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